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Abstract 

This study aims to determine and analyze the quality of public services in the Office of Population and Civil 
Registry of Kerinci Regency. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The 
informants in this study were employees who served and the people served. The results of the study 
concluded that the tangible dimensions that have indicators of appearance, comfort, convenience, and 
use of assistive devices have been applied, but there are indicators that have not been fully implemented, 
namely regarding the convenience of service places. The reliability dimension which has indicators of 
accuracy, clear service standards, abilities, and expertise has been applied, but there are indicators that 
have not worked as expected by the community, namely regarding employee expertise in using service 
aids. The dimension of responsiveness which has indicators responding, fast, precise, careful, timely and 
responding to complaints from service users has been implemented, this dimension is in accordance with 
the wishes of the community proven because there are no complaints from service users regarding 
indicators in the dimension of responsiviness. The assurance dimension that has indicators of timely 
guarantees and guarantees of cost certainty has been implemented in accordance with the wishes of the 
community. This is proven because there are no complaints from service users regarding indicators in the 
assurance dimension. The empathy dimension that has an indicator of prioritizing the interests of service 
users, friendly manners, non-discriminatory, and respectful has been implemented, but there are 
indicators that have not been running according to the expectations of the public namely regarding the 
unfriendliness of service employees in serving service users. The inhibiting factors for the implementation 
of public services in the Department of Population and Civil Registry of Kerinci Regency are the lack of 
employee resources and the lack of infrastructure. 

Keywords: Empathy, Reliability, Service quality    

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang melayani dan masyarakat yang 
dilayani. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dimensi tangible yang mempunyai indikator penampilan, 
kenyamanan, kemudahan, dan penggunaan alat bantu sudah diterapkan, namun ada indikator yang belum 
sepenuhnya di laksanakan yaitu mengenai kenyamanan tempat pelayanan. Dimensi reliability yang 
mempunyai indikator kecermatan, standar pelayanan yang jelas, kemampuan, dan keahlian sudah 
diterapkan, namun ada indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai keahlian 
pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan. Dimensi responsiviness yang mempunyai indikator 
merespon, cepat, tepat, cermat, tepat waktu dan merespon keluhan pengguna layanan sudah diterapkan, 
dimensi ini sesuai dengan keinginan masyarakat terbukti karena tidak ada keluhan dari pengguna layanan 
terkait indikator dalam dimensi responsiviness. Dimensi assurance yang mempunyai indikator jaminan 
tepat waktu dan jaminan kepastian biaya sudah diterapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. hal ini 
terbukti karena tidak ada keluhan dari pengguna layanan terkait indikator dalam dimensi assurance. 
Dimensi emphaty yang mempunyai indikator mendahulukan kepentingan pengguna layanan, ramah sopan 
santun, tidak diskriminatif, dan menghargai sudah diterapkan, namun ada indikator yang belum berjalan 
sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai ketidakramahan pegawai layanan dalam melayani pengguna 
layanan. Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Kerinci adalah kurangnya sumber daya pegawai dan masih kurangnya sarana prasarana. 

Kata Kunci: Empathy, Kualitas pelayanan, Reliability 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan publik pada dasarnya me nyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Penyelenggaraan pelayanan 
publik merupa kan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hakhak sipil setiap warga negara atas 
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Undangundang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 
negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat di tentukan oleh baik 
buruknya penyelenggara an pelayanan publik. 
 
Jasa pelayanan yang baik dan prima akan dirasakan oleh masyarakat apabila instansi maupun perusahaan yang 
menyediakan jasa pelayanan tersebut benarbenar dapat melayani secara santun dan professional dengan 
kualitas standar pelayanan, prosedur yang baik, lancar, aman, tertib, ada kepastian biaya dan waktu, serta 
hukum atas jasa pelayanan yang telah diberikan. Masyarakat akan merasakan kepuasan apabila menerima 
pelayanan yang baik dan profesional dari penyedia pelayanan. Jika mereka memperoleh kepuasan atas layanan 
yang diberikan, maka akan timbul kepercayaaan dari masyarakat sebagai pengguna jasa untuk menggunakan 
kembali layanan tersebut. Selain itu sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu 
keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik. Pegawai atau karyawan selaku sumber daya manusia 
(SDM) yang melaksanakan pelayanan publik seharusnya memiliki pengetahuan, kemampuan handal, keahlian, 
sikap dan perilaku yang baik. 
 
Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan 
yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin 
ditantang untuk lebih optimal, kompeten dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, 
baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pelayanan 
yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari 5 dimensi kualitas 
pelayanan publik yang menjadi tolak ukur dalam mem berikan kepuasan pada masyarakat yaitu, reliability, 
responsiviness, assurance, empaty, dan tangibles. 
 
Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 15 mengenai kewajiban penyelenggara 
pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pelayanan publik, melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan. Apabila penyelenggara atau 
pelaksana pelayanan publik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 15 maka dikenakan sanksi 
sesuai pasal 54 yaitu berupa sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu tiga bulan tidak melaksanakan 
ketentuan yang di maksud maka akan dikenai sanksi pembeba san dari jabatan. 
 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2009 menyebutkan definisi pelayanan 
publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung 
memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik adalah 
orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 58 Tahun 2005 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta 
BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta 
produk pelayanan yang dihasilkan yaitu, pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. 
 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 
Sekretaris Daerah. Dinas Kependudu kan dan Catatan sipil (DISDUKPENCAPIL) adalah kantor tempat 
informasi mengenai data kependudukan yang akurat dan sangat dibutuhkan dalam aktifitas program pemba 
ngunan yang dalam tugas kesehariannya ada pelayanan untuk blanko kartu keluarga, blanko kartu tanda 
pendudukan, akta kela hiran, akta perkawinan (Non Muslim), akta perceraian, akta kematian, pengesahan dan 
pengakuan anak. 
 
Dalam mengukur kinerja pelayanan, masalah yang paling pokok adalah menetapkan kriterianya. Kriteria 
pekerjaan adalah faktor yang terpenting dari apa yang dilakukan oleh orang dipekerjaannya. Dalam arti, 
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kriteria pekerjaan menjelaskan apa-apa yang sudah dibayar oleh organisasi untuk dikerja kan oleh para 
pegawainya. 
 
Semakin meningkatnya jumlah berkas masuk dan selesai dikarenakan akumulasi berkas yang tidak selesai 
setiap tahun yang semakin meningkat, sehingga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini 
dikarenakan blanko yang tersedia sering habis dan pengiriman blanko yang terlambat sehingga menjadi 
kendala tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabu paten Kerinci. Jadi, berdasarkan hasil 
tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Dinas K pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci tidak tercapai 
target. 
 
Berdasarkan kendala-kendala di atas menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci sebagai penyelenggara pelayanan belum dapat 
memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut maka pertanyaan penelitian adalah 
bagaimana kualitas pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci?. 
Hardiyansyah (2011) mendefinisikan bahwa “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk 
membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Jadi 
dapat dikatakan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melayani, membantu 
menyiapkan, menyelesaikan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain. 
 
Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih 
(2006) Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 
diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 
disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen 
atau pelanggan. 
 
Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011) pelayanan publik diartikan “pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan 
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. 
 
Menurut Atep Adya Barata (2003) masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor cukup 
penting, yaitu sebagai berikut: 

• Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai organisasi), yaitu pola 
manajemen umum organisasi, penyedia fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya manusia, 
iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif. 

• Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), yaitu pola layanan dan 
tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola 
layanan dalam penyampaian jasa. 

 
Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003) menyatakan ada lima karakteristik yang digunakan untuk 
mengevaluasi kualitas pelayanan, yaitu: 

a. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 
b. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan 

memuaskan. 
c. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 
d. Jaminan (assurance), mencangkup ke mampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yag dimiliki 

para staf: bebas dari bahaya, resiko, atau ragu-ragu. 
e. Empati (emphaty), meliputi kemuda han dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan 

memahami kebutuhan para pelanggan. 
 
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci 
 



 
  EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal) Vol. 3 No. 2, Desember 2023 

 
 

147 
 
 

. 
 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, Pegawai Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Kerinci dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan 
observasi. Analisis data melalui prosedur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 
HASIL 

Dimensi Tangible  
Dimensi tangible (berwujud) merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan media komunikasi 
dalam pelayanan. Jika dimensi ini dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan sudah baik maka 
masyarakat akan menilai baik dan merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pegawai pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci. Namun, sebaliknya jika dimensi ini dirasakan oleh 
masyarakat buruk, maka masyarakat akan menilai buruk dan tidak akan merasa puas terhadap pelayanan yang 
diberikan pegawai pelayanan. 
 
Dimensi Reliability  
Untuk mengukur dimensi Reliability dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 1). 
Kemampuan pegawai, kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan sangat 
penting agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik. Seluruh pega wai yang bertugas di bagian pelayanan 
harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat bantu agar proses pelayanan berjalan dengan lancar; 2). 
Pegawai melakukan pelayanan dengan cepat, pengguna layanan akan merasa senang ketika pegawai layanan 
melakukan proses pelayanan dengan cepat dan tepat. Tepat dapat diartikan pegawai memberikan layanan 
sesuai dengan keperluan pengguna layanan. Pelayanan yang cepat dan tepat merupakan hal penting yang harus 
dilakukan sebagai bentuk Responsiviness terhadap pengguna layanan, akan tetapi selain cepat pelayanan juga 
harus dilakukan dengan tepat. Jika pegawai sudah memberikan pelayanan dengan cepat dan teliti maka 
pegawai layanan sudah menjalankan tugas dengan profesional sehingga pengguna layanan akan merasa 
senang; dan 3). Kecepatan pegawai, selain kemampuan, keahlian dalam menggunakan alat bantu juga perlu 
dimiliki oleh pegawai layanan dalam melayani masyarakat. Terlihat jika pelayanan ramai dengan banyaknya 
pengguna layanan yang datang, pegawai yang ahli dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan 
seperti kamera untuk pembuatan KTP, komputer dan perangkatnya hanya satu atau dua yang ahli dalam 
menguasai alat bantu tersebut. Pegawai pelayanan harus mempunyai keahlian dalam menguasai alat bantu 
dalam proses pelayanan agar dapat membantu sehingga proses pelayanan lebih cepat dan tidak mengandalkan 
orang lain dalam menggunakan alat bantu tersebut. 
 
Dimensi Responsiviness  
Untuk mengukur dimensi Responsiviness dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 1). Sikap 
Pegawai dalam Merespon setiap pengguna layanan, pegawai layanan wajib merespon pengguna layanan yang 
datang. Pengguna layanan akan merasa dihargai oleh pegawai layanan ketika pegawai layanan dapat 
memberikan respon yang baik. Merespon pengguna layanan dapat menimbulkan efek positif bagi kualitas 
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci. Pegawai merespon dan 
tanggap dengan para pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan ini dibuktikan ketika pengguna 
layanan yang sudah selesai mendapatkan pelayanan, pegawai langsung memanggil antrian selanjutnya dan 
bertanya apa keperluan yang diperlukan. Pengguna layanan pasti akan senang jika pegawai di kantor pelayanan 
respon atau tanggap terhadap keperluan pengguna layanan. Ini akan menjadi penilaian yang baik bagi penyedia 
layanan; 2). Sikap pegawai dalam menerima masukan dan keluhan masyarakat, pengguna layanan pasti akan 
senang jika pegawai di kantor pelayanan respon atau tanggap terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat, 
dan tentunya harapan masyarakat pegawai menerima dan memberikan solusi dengan baik. Ini akan menjadi 
penilaian yang baik bagi penyedia layanan. 
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Dimensi Assurance 
Untuk mengukur dimensi assurance dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 1). Waktu 
dalam menyelesaikan pelayanan, pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci 
memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan saat itu juga apabila bisa diselesaikan pegawai 
mengusahakan tepat waktu. Jika memang tidak bisa diselesaikan hari itu juga seperti contoh membuat KTP 
yang tidak bisa langsung se lesai hari itu, pegawai memberikan jaminan waktu dan memberikan bukti 
pengambilan agar ketika sudah selesai jangka waktunya langsung bisa diambil dengan menggunakan bukti 
pengambilan yang sudah diberikan kepada masyarakat tersebut. Pegawai memang harus memberikan jaminan 
tepat waktu kepada pengguna layanan agar pengguna layanan tidak menunggu terlalu lama; 2). Petugas 
memberikan jaminan biaya dalam pelayanan, dalam mengurus keperluan Dinas Ke pendudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Kerinci, tidak semua mengeluarkan biaya untuk mengurusnya. Tergantung jenis 
pelayanannya. KTP, KK, dan suratsurat lainnya itu gratis. Dengan adanya jaminan biaya dari pegawai 
pelayanan, maka pengguna layanan tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengurus keperluannya. 
 
Dimensi Emphaty 
Untuk mengukur dimensi emphaty (Empati) dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: Pertama: 
Melayani Masyarakat dengan Sopan, pengguna layanan dalam proses pelayanan merupakan prioritas dalam 
pelayanan. Apapun keperluan pengguna layanan terkait pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Kerinci harus pendapat prioritas utama dan harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pengguna 
layanan. Namun ketika peneliti mengamati tidak semua pegawai mendahulukan kepentingan pengguna 
layanan. Terlihat ketika masih ada pengguna layanan yang mengantri namun ada pegawai yang memiih untuk 
memen tingkan urusan pribadinya seperti menjemput anak ke sekolah. Mendahulukan kepentingan pengguna 
layanan memang penting karena pengguna layanan merupakan prioritas pegawai layanan. Jika pengguna 
layanan tidak merasa didahulukan akan timbul keluhan dan akan memberikan citra yang buruk bagi bagian 
pelayanan. 
 
Kedua, Pegawai melayani dengan ramah. Keramahan pegawai pelayanan sangat diperlukan dalam proses 
pelayanan. Jika pe gawai pelayanan ramah maka akan memberikan penilaian yang baik dari pengguna layanan, 
karena pada dasarnya semua orang akan menyukai tempat pelayanan yang di dalamnya banyak terdapat orang 
yang ramah. Orang yang ramah berati orang yang tang gap dengan keperluan orang lain. Selain ramah, sikap 
sopan santun juga sangat diperlukan oleh pegawai layanan untuk melayani pengguna layanan. Keramahan dan 
sikap sopan santun pegawai pelayanan sangat diperlukan dalam proses pelayanan. Keramahan dan sikap sopan 
santun memang sangat penting dimiliki oleh pegawai pelayanan dalam proses pelayanan melayani pengguna 
layanan agar pengguna layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. 
 
Ketiga, yaitu sikap pegawai melayani masyarakat yang komplain, sikap menghargai dalam melayani 
masyarakat yang complain dengan sikap sopan santun. Sikap menghargai dapat dilakukan dengan menyapa 
serta tersenyum dengan pengguna layanan, menanyakan dan mencatat keperluan masyarakat, memberikan 
penjelasan yang berkaitan dengan keperluan masyarakat, dan berusaha agar kebutuhan masyarakat dapat 
terpenuhi. Sikap ini harus dimiliki oleh pegawai layanan. 
 
PEMBAHASAN 
Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan 
produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen baik itu 
berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai 
masyarakat. Kualitas pelayanan secara umum harus memenuhi hara panharapan masyarakat dan memuaskan 
kebutuhan mereka. 
 
Namun, demikian meskipun definisi ini berorientasi pada pengguna layanan, tidak berarti bahwa dalam 
menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa pelayanan harus menuruti semua keinginan konsumen. Kualitas 
pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pengguna layanan atas pelayanan yang 
mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Pelayanan yang berkualitas dapat 
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dinilai dari dimensi-dimesi Pelayanan sebagai berikut: 1). Dimensi Tangible (Bukti Fisik). Dimensi ini 
merupakan kemampuan suatu penyedia layanan dalam menunjukkan eksis tensinya pada masyarakat. 
Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah 
bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa yang meliputi fasilitas fisik tempat pelayanan 
tersebut, teknologi (peralatan dan perlengkapan yang diper gunakan) serta penampilan pegawai dalam 
melayani pengguna layanan. Secara singkat dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan 
personil. 
 
Pada penelitian ini, dimensi Tangible ditentukan oleh indikator-indikator yaitu penampilan aparatur saat 
melaksanakan tugas pelayanan, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, kemudahan dalam proses pelaya 
nan, kedisiplinan pegawai dalam melakukan pelayanan, kemudahan akses masyarakat dalam permohonan 
pelayanan, dan penggunaan alat bantu dalam pelayanan. Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Kerinci sudah menerapkan dimensi Tangible beserta indikatornya; 2). Dimensi yang kedua 
adalah dimensi Reliability (Kehandalan). Dimensi ini merupakan kemampuan penyedia layanan untuk mem 
berikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Kehandalan pegawai dalam memberikan 
pelayanan sangat membantu masyarakat dalam menerima pelayanan dengan cepat dan mudah. Kehandalan 
dapat dilihat dari kecermatan dalam melayani, kemampuan dan keahlian pegawai dalam menggunakan alat 
bantu dalam proses pelayanan. Kehandalan merupakan kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan 
dengan segera, akurat, dan memuaskan. 
 
Selanjutnya dimensi yang ketiga adalah Dimensi Responsiviness (Ketanggapan). Dimensi ini merupakan 
kemauan untuk mem bantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan, dengan 
penyampaian informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas. Membiarkan konsumen 
menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Secara 
singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk membantu pengguna layanan dengan baik dan cepat. 
 
Dimensi yang keempat adalah Dimensi Assurance (Ketanggapan). Dimensi ini merupakan jaminan dan 
kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai pelayanan untuk menumbuhkan 
rasa percaya pengguna layanan kepada penyedia layanan. Terdiri dari komponen komunikasi, kredibilitas, 
keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Secara singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keramah 
tamahan pengawai dan kemampuan pegawai untuk dapat dipercaya dan diyakini. 
 
Dimensi yang terakhir yaitu Dimensi Emphaty (Empati). Dimensi ini memberikan perhatian yang tulus dan 
bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada peng guna layanan dengan berupaya memahami 
keinginan pengguna layanan dimana penyedia layanan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan 
tentang pengguna layanan, memahami kebutuhan pengguna layanan secara spesifik, serta memiliki waktu 
pengoperasian yang nyaman bagi masyarakat. Secara singkat dapat diartikan sebagai usaha untuk mengetahui 
dan mengerti kebu tuhan pengguna layanan secara individual. Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah menerapkan dimensi Emphaty berserta indikatornya. 
 
Dalam proses pelayanan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, masih terdapat faktor-
faktor yang menghambat proses pelayanan publik, dian taranya sumber daya pegawai yang masih kurang dan 
dibuktikan dengan ketiadaan pegawai tetap di seksi pelayanan bagian pelayanan yang pastinya sudah 
menguasai yang berkaitan dengan proses pelayanan. Pegawai pelayanan saat ini adalah mereka yang ber tugas 
di seksi pemerintahan ada tiga orang dan satu orang lainnya berasal dari seksi seksi lain di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci yang mem punyai tugas untuk bergantian menjaga di 
bagian pelayanan karena yang menjaga di bagian pelayanan umum bukan dari bagian pelayanan itu sendiri, 
maka keahlian yang dimiliki khususnya pegawai dibagian pela yanan belum bisa optimal. Kegiatan pelayanan 
merupakan kegiatan yang berhadapan langsung dengan orang lain yaitu pengguna layanan yang membutuhkan 
pelayanan. 
 
Selain sumber daya pegawai faktor penghambat lain adalah sarana dan prasarana seperti ketidakadaan filing 
cabinet sebagai tempat untuk penyimpanan arsip yang menyebabkan penyimpanan dokumen tidak tertata 
dengan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya menyebabkan pegawai mengalami kesulitan dalam 
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menemukan arsip yang dibutuhkan serta mengganggu kerapian ruang pelayanan. Faktor yang mendorong 
terwujudnya pelaksanaan yang berkualitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci 
adalah penanaman kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas sesuai dengan hati nurani. Kesadaran di sini 
maksudnya bahwa pegawai pelayanan mempunyai suatu tanggung jawab melayani pengguna layanan. Faktor 
pendukung lain adalah dengan adanya fasilitas yang membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
melayani pengguna layanan yaitu berupa alat bantu komputer dan perangkatnya serta adanya sambungan 
internet sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar. 
 
SIMPULAN 

Kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci pada umumnya cukup 
baik. Bila dilihat berdasarkan dimensi Dimensi Tangible (Bukti Fisik) indikator yang belum sepenuhnya 
dilaksanakan yaitu mengenai kenyamanan tempat pelayanan. Dimensi Reliability (Kehandalan) indikator yang 
belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu 
pelayanan. Dimensi Responsiviness (Ketanggapan) dimensi ini sesuai dengan keinginan masyarakat terbukti 
karena tidak ada keluhan dari pengguna layanan terkait indikator dalam dimensi Responsiviness. Dimensi 
Assurance (Jaminan) indikator sudah diterapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dimensi Emphaty 
(Empati) ada indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai ketidakramahan 
pegawai layanan dalam melayani pengguna layanan. 
 
Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Kerinci adalah kurangnya sumber daya pegawai dan masih kurangnya sarana prasarana, infrastruktur 
organisasi seksi pelayanan yang tidak ada, sarana prasana untuk bagian pelayanan seperti filing cabinet 
Sedangkan faktor pendukungnya adalah semangat yang diberikan pegawai satu sama lain, mengadakan rapat 
koordinasi atau semacam evaluasi setiap tiga bulan kemudian memberikan penanaman kesadaran melayani 
masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan hati nurani. Faktor pendukung yang lain adalah adanya fasilitas 
berupa alat bantu untuk memudahkan proses pelayanan. 
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